MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA 1/PUU-XVII1/2020

Tentang
Masa Jabatan Anggota Legislatif

Pemohon . lgnatius Supriyadi

Perkara :  Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 76 ayat (4), Pasal 252
ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28l
ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Amar Ketetapan © 1.Mengabulkan  penarikan  kembali  Permohonan
Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/PUU-XVIII/2020
mengenai Permohonan Pengujian Pasal 76 ayat (4),
Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367
ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mencatat perihal penarikan kembali permohonan
Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada
Pemohon.
Tanggal Ketetapan : Kamis, 27 Agustus 2020



Ikhtisar Ketetapan

Pemohon perkara 1/PUU-XVII1/2020 adalah Ignatius Supriyadi yang berprofesi
sebagai Advokat yang mengajukan permohonan pengujian konstitutionalitas Pasal 76
ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada
tanggal 14 Januari 2020 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon dan
sebagaimana ketentuan yang berlaku, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada
Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya. Selain itu,
Mahkamah telah pula menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan
agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 13 Februari 2020.

Pada tanggal 13 Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi menerima surat
bertanggal 13 Agustus 2020 dari Pemohon yang menyatakan pencabutan perkara
Nomor 1/PUU-XVIII/2020 perihal Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 76
ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap UUD 1945.

Mahkamah telah pula menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Persidangan
pada tanggal 18 Agustus 2020 untuk meminta konfirmasi surat a quo, dan Pemohon
telah membenarkan perihal pencabutan perkara tersebut.

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35
ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum
atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU
MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan permohonan tersebut tidak
dapat diajukan kembali.

Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Agustus 2020 telah
menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara
Nomor 1/PUU-XVIII/2020 beralasan menurut hukum dan karenanya Pemohon tidak
dapat mengajukan kembali permohonan a quo.

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan
Pemohon, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan:
1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 1/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan
Pengujian Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367
ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik
kembali;
Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
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